
1. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1999 Tentang
PenyelenggaraanNega,. Yang Bersohdan Bobas dan Korupsi.
Kolusi. dan Nepotisme (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan LembaranNegar. Nornor
3851);

2. Undang.Undang Nomar 43 Tahun 1999 Tentang Pelubahan
Atas Undang-Undang Nomo< 8 Tahun 1974 Tenteng Pokok
Pokok Kepegawaian;

3. Undang - UndangNornor32 Tahun2004 Tenlang Pemerinlahan
Daemh;

4. Undang - Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
PembangunanJangkaPanjang Nasional 2005 - 2025;

5. Peraturan Presiden Nomar 9 Tshun 2005 Tentang Kec:tudukan.
Tugas. Fungsi. Susunan Organlsasl. dan Tata KE!fja
Kernanle"an NegaraRepublik Indonesia;

6. Per.lumn Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Un~
Organisasidan Tugas Esslon I KementarianNegara;

7. Peraturan Presiden Nomor 11Tahun 2005 TentangKec:tudukan.
Tugas. Fun9Sl. Kewenangan. Susunan Organisasl. dan Tala
Kerja LembagaPemerintahNon Departemen;.
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Menimbang : a. bahwa datarn rangka mempercepat tercapatnva tatakelola
pemerlnlahan yang balk maka dipandang perlu melakukan
refonnasi birof<rasl di seiuruh Kementerian. lembaga. dan
PomerintahDaemh;

b. bahwa untuk itu pertu ditetapkan suatu pedoman umum
reformssl birokrasl.
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Pedoman Umum Refonnasi Birof<rasl.digunakan sebagal acean
bagi kementerianllembagafpemerintahdaerah untuk menyusun
dan melaksanakan program reformasi birokrasl dl IIngkungan
instanslnya maslng-masing.
Pedoman Umum Reformasi Blrokrasi sabagaimana tercantum
psda lamplran dan merupakan satu ke.8tuan yang tidak
terpisahksn darl Peraturan ini.
Hal-hal yang belom lelas dalam Podoman Umum ini dapat
dikonsultasikan let,;h lanjut dongsn Tim Kerla Reformasl
8irokrasl.
Peraturan iIIl mula!berlakoseiak langgatdrtetapl<an

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM
REFORMASI BIROKRASI

8. Peratu",n Preslden Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menongah Naslonal

9. Keputusan Presiden Nomor 1871M Tahun 2004 sobagaimana
telah diubah lerakhir dengan Keputusan Presl(!en Nomor 31fP
Tahun 2007 Tentang Membenluk dan Mengangkal Menteri
NegaraKabinel IndonesiaBersalu.
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